
SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KAIJIMANTAN TENGAII

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAIIUN 2023

TENTANG

PEN-ABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN pENDAPATAnr DAN BELAN-A DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Men8in8at

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 1 Peraturan Daerah
Nomor  9  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran   2023,   perlu  ditetapkan
Peraturan    Bupati    tentang    Penjabaran    Perubahan    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2002  tentang  Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukanara,  Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mas,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(Iiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Nomor 5679) ;

3.  Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahuri  2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun   2023   tentang  Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undarig  Nomor   2
Tahun  2022   tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan   Keuangan   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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6.   Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun  2005  tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Repubfik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576)  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2006    Nomor   25,    Talnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   71    Tahun   2010   tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembarari Negara Republik
Indonesia  Tahun  2010   Nomor   123,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Admnistratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan   Rakyat   Daerah    (Iiembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2017   Nomor   106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

11.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2018    tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2018   Nomor   248,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

12.  Peraturan   Pemerintah    Nomor    12   Tahun   2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   52   Tahun   2012
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  77  Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   9   Tahun   2021
tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
Tentang    Anggaran    Pendapatan    Dan    Belanja    Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan   Dan   Belanja   Daerah,   Rancangan   Peraturan
Kepala  Daerah  Tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
Dan   Belanja   Daerah,   Dan   Rancangan   Peraturan   Kepala
Daerah      Tentang      Penjabaran      Perubahan      Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah.  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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17.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   84   Tahun   2022
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran    2023    (Berita   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2022    Nomor   926);Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun   2021    tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah   Tahun   Anggaran   2022   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

18.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  4  Tahun
2009  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor
04)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah   Kabupaten   Sukamara
Nomor   4   Tahun   2009   tentang   Pokok-Pokok   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun   2017    Nomor    12,   Tambahan   I,embaran   Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49);

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Nomor   40),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sukamara
Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sukamara  (I+embaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2019   Nomor   6,   Tambahan
I,embaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2018-2023  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2016   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran     Daerah     Kabupaten     Sukamara     Nomor     64),
sebadrmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara  Nomor   1   Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jingka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2018-2023  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2022   Nomor   1,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 81);

21.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  9  Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Tahun   2023   Nomor   9,   Tambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamata Nomor 105);

MEMUTUSHEN:

Menetapkan    :   PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PENJABARAN   PERUBAIIAN
ANGGARAN       PENDAPATAN       DAN       B ELANJA       DAERAII
TAIIUN ANGGARAN 2023.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah   sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenarigan daerah otonom.

3. Keuangan  Daerah adalah  semua hak dan kewajiban  Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  Daerah  berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

4. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
perencanaan,    penganggaran,    pelaksanaan,    penatausahaan,    pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga   perwakilan   rakyat   daerah   yang   berkedudukan   sebagai   unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan   Pemerintahan   Wajib   adalah   Urusan   Pemerintahan   yang   wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan  Dasar  adalah  pelayanan  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan

dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencaria keuangan tahunan Daerah.
10.Pendapatan   Daerah   adalah   semua   hak   Daerah   yang   diakui   sebagai

penambah   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran  yang
bersangkutan.

11. Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang  akan  diterima kembali,  baik  pada tahun  anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Dana Transfer Umum  adalah  dana yang dialokasikan  dalam APBN  kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus,  baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

15.Dana   Bagi   Hasil   yang   selanjutnya   disingkat   DBH   adalah   dana   yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

16. Dana  Alokasi  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  DAU  adalah  dana  yang
bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan   dengan   tujuan
pemerataan     kemampuan     keuangan     antar-Daerah     untuk    mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Dana  Alokasi  Khusus  yang  selanjutnya  disingkat  DAK  adalah  dana  yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan    tujuan    untuk    membantu    mendanai    kegiatan    khusus   yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Dana  Cadangan  adalah  daria yang disisihkan  untuk mendanai  kebutuhan
pembangunan  prasarana dan  sararla Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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19. Perubahan  Kebijakan  Umum  APBD  yang  selanjutnya  disingkat  Perubahan
KUA    adalah    dokumen    yang    memuat    Perubahan    kebijakan    bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

20. Perubahan   Prioritas   dan   Plafon   Anggaran   Sementara  yang   selanjutnya
disingkat  Perubahan  PPAS  adalah  perubahan  program  prioritas  dan  batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencaria
kelja dan anggaran satuan kelja perangkat daerah.

21.Rencana   Ken.a   dan   Anggaran   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah,   yang
selanjutnya  disingkat  RKA  SKPD  adalah  dokumen  yang  memuat  rencana
pendapatan   dan   belanja   SKPD   atau   dokumen   yang   memuat   rencana
pendapatan,   belanja,   dan  Pembiayaan   SKPD  yang  melaksanakan  fungsi
bendahara   umum   daerah   yang   digunakan   sebagai   dasar   penyusunan
rancangan APBD.

22. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah
yang  selanjutnya  disingkat  Perubahan  DPA  SKPD  adalah  dokumen  yang
memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja SKPD atau dokumen
yang  memuat  perubahan  pendapatan,  perubahan  belanja,  dan  perubahan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang  selanjutnya  disebut  SiLPA  adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1  (satu)
periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula beljumlah Rp.731.807.669.371,00 bertambah
sebesar  Rp.loo.680.525.998,00  sehingga  menjadi  Rp.832.488.195.369,00  dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula                                             Rp.680.306.287.085,00
b. Bertambah/ (ber]ourarig)              Ro. f2.627.076.260.00`
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan               Rp.677.679.210.825,OO

2. Belanja Daerah
a. Semula                                              Rp.705.097.669.371,00
b. Bertambah/ (berkurang)              Rp.loo.680.525.998.00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.805.778.195.369,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula                                            Rp. 51.501.382.286,OO
2) Bertambah/ (berkurang)         Rp.103.307.602.258.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan   Rp.154.808.984.544,OO

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula                                          Rp.26.710.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)         E±P£Q
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan Rp.26.710.000.000,OO
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan               Rp.128.098.984.544,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan   Rp                             0,00
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Pasal 3
Uraian   lebih   lanjut   perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan   belanja   Daerah
sebagalmana   dimaksud   dalam   Pasal   2,    tercantum   dalam   Lampiran   yang
merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.   Lampiran   I       Ringkasan        Penjabaran        Perubahan        APBD        Yang
Diklasifikasikan  Menurut  Kelompok,  Jenis,  Objek,  Rinciari
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2.   Lampiran  Il     Penjabaran       Perubahan       APBD       Menurut       Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub
Kegiatan,     Kelompok,     Jenis,     Objek,     Rincian     Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3.   Lampiran  Ill    Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima,   dan   Besaran
Hibah;

4.   Lampiran   IV    Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima,   dan   Besaran
Bantuan Sosial;

5.   Lampiran  V     Rincian     Dana     Otonomi     Khusus     Menurut     Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub
Kegiatan,      Kelompok,     Jenis,      Objek,      Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6.    Lampiran  VI    Rincian    DBH-SDA    Pertambangan    Minyak    Bumi    dan
Pertambangan  Gas Alam/Tambahan  DBH-Minyak  dan  Gas
Bumi  Menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,
Program,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok,  Jenis,  Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7.   Lampiran  VII   Rincian   Dana   Tambahan   lnfrastuktur   Menurut   Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub
Kegiatan,      Kelompok,     Jenis,      Objek,      Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaari;

8.   Lampiran  VIII  Singkronisasi   Kebijakan   Pemerintah   Provinsi/Kabupaten
Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang
APBD  dan  Rancangan  Perkada  tentang  Penjabaran  APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 4

Lampiran  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  3  merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini  dituangkan  lebih  lanjut dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran  satuan  kelja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlahai pada tanggal diundangkan.
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Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 26  0ktober  2023

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

RASPINOR

vii

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 26  0ktober  2023

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 2 7


